
TEMEBINTAH KOTA BUKITTTNGGI

DINAS PENANAhIA.I{ MODAL PELAYANAN TERPAI}U SATU PII\TU
PERINI}USTRIAI{ DAN TENAGA KERJA

Jl. Ksjaksaam No. 205 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 @ (0752) 626633

xtPuTusAlt[
KEPALA DISAS PEITAIVABIAN MODAI, PELAYAITAN TERPADU SATU PINTU

PERIITDUSTRIATV DAII TEITAGA KERJA KOTA BUKITTII{GGI
Nomor : aZA I 3e /DPMPTSPPTK- PPA lIx-2O19

TES1rANG

oPTRASIOSAI PENYELEIITGGABAAIS LEMBAGA PEnIDIDIKAH
ArtAr( usrA DrNr {PAUD} ?K PERTTEfi Ar-wI}sTHA

---- -- I

KEPAI,A DIITAS PSITTAI{4nIAIT MODAL PELAYAIIAN TERPADU SATU PII{TIIE

TDRIITDU$TI(IATT DAJ{ TEI'IAGA KSRJA

: l. surat Permohonal lzin operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan

TK ptrRTIWt AL-WUSTHA ciari sdr" ZULHIMA, S.Pd pacla tanggal 26 Agustris

2O 1 9 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomenrlasi dari Dinas Pendiclikan dan KeburlqYaan Kota lSukit.tinggi

Nomor : a2a11080/Dikirutl-P.Patid-PNFiVIll-20iq, tanggal 29 Agustus

'2Olg, )'ang ciiterima pada tanggal3 Septcmber ?0i9"

: Bahwa Pernberian lzin Liperasional Pen]'elenggaraan Lembaga Pendidikan

tersebut rliberikal: rlalarn batas-batas i<etentuan hukum dam peraturan

perun<1ang-undangan yan51 berial<u "

-. 1" Unrlang-Undang Nomor g 'I'ahun i956 tentang Pernbentukan Daerah

Otonomi Kota #sar dalarn Lingkungan Daerah Provinsi Sulrratera Tengah:

?" undang-unrlang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anakl

i3. Undang-Undang Nomor 28 Tatrr-rn 1999 tentang Penyelenggaraa'fi l'l-egara

-vang BErsih Can Bebas dari Kolusi, Kcrupsi dan Nepoiisme;

+. un<lang-Undang Nomor 20 'Iahun 20*?: tentang sistem Pendidikan

Nasional;
5. Undang-undang Ncnlor 32 Tahun 2oo4 tentang Pernerrintahan Daerah

sebagalmana te'iah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kerlua Atas Undang-unda:rg

Nonior'32 Tahun 2004 tentang Iremerintah Daerah;

6' Undang_Urrdang Nornor 14 Tahun 2005 tent-ang Guru dan Dosen;

7. Und.ang-unriang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana I',embamgunan

.Jangka Panjang Nasional'l'ahun 2O05- 2A25;

8" lJndang*undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayapan Puhlik;

10. undang-undang Nomor i2 Tahun 2011 tentang Pemb,entukan Pr:raturan

Ferundang-undangan:
11. Peraturan Pemeriniah Nomor 68 'Lahun lqgs tentang Tata Can'a

Felaksanaan Feral serta Masyarakat Da-lam Penyslgnggaraan Negara;

12. treraturan pemerintah Nr:mor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian lJrusan
Pemeritrtahan antara Pernerintahan Daerah Provinsi d;rn Peirrerintahan

llaerah KabuPaten I liat-a;

13. peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Ireraturan Pemerintah Norrior 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendirlikan;
1.1 . peraturan presiden Noruor 27 Tahl:n 2009 tentang Pelayanan Terpadtl Satu

Pintu di i3idang Penanaman Moda-i;

15. Peraturan tulenteri Daiam l'{egeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedor::an

Penl'eienggaraan Pelayanan'l'erpadu Satu Pinttt ;

16" Peraturan Menteri Pendirlikan rlan Kebudayaan l?eppblik Indonesia Nomor

6.5 Tahun 20 l3 tentang standa| Proscs Pendidikan Dasar clan Menengah;

lZ. K.epurusan Menteri Penciidikan Nasional Nomor A6A lU l2OA2 tentang

Pedortran Pendirian Sekoiah;

18. Peraturan Menteri llalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 14 tentan€l

Pembentukan Produk Fiukum Daerah;
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19. Peraturan waliKota Bukittinggi Nomor ;17 Tahun 2016 tentang Kedudukan'

SusunanOrganisasi,,lugasaanru',g*iSertaTataKerjaDinasPenar.lllran
Moc1a1 Ilelayanan i.tp".fi, Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota

Bukittinggi;
20. Peraturan walikcta Bukittinggi Nomor 5 'l'ahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan walikota Norror 82 Tahun 2O17 Tentang Pelayanzur Terpadu

satu Pintu dan Standar Pelayanan pacia Dinas Penanaman Modal Pelavanan

Te::parlu Satu Pintu Perinrlustrian dan Tenaga Kerja;

21. Kepr:tusan walikota Bukittinggi Nomor : 188.45- 1,2-2Afi Peiimpahan

Kewenangan dan pendelegasian Penanciat.anganan Pcrizinan dan Nan
perizinan kepada Kepaia llinas Penanaman Mcdal, PelaYanan Terpadi-t satu

Pintu Perl-rdustrian dan Tenaga Keq'a Kota Bukittinggi'

MEMUTUSI(AIiI

Memberikan lzin operasional Penyelenggalaan Pendidikan Anak usia Dini

{PAUD)
Keparla:

MENETAPI{A}I
PERTAMA

KEDUA

ILETIGA

KEtrh{PAT

I{EI,IMA

Nama Letnbaga
Jenis Pendiaikari

Alamat Sekolah
liciurahatr
b"ecarnatan
Xota
Nanna Kepala Sekolah
Nama Penyelenggara

TK PERTIWI AL- TUSTHA
PENDIDIT{AN AI{AK USIA DII{r { PAUD I

JL. SOEKARI'IO-HATTA
MANGGIS GANTIIIIG
NfiAI'TDIANGII{ KOTO SELAYAN
BI'KITTII{GGI
ZULHIMA, S.Pd
ZIILHIMA, S.Pd

Diietapkan di
Pada tanggal

TEN,fBUSAN DISAMPAIKAN KBPADA YTH :

1" Walikota }3ukittinSgi isebagai Laporare);
2. Direktur Pendidikan Dasar Kemer:dikbud di Jakzrta;
3. Kepala Penrliriika:1 Pemuda c1an Ketri-rtiaYaan Provinsi sumatera Barat
+. Kepata Dinas Penetridikan dan Kebudavaan Kota Bukirtinggi;
5. Ca.rnat h,Iandiangin Koto Selayan;
ti. Lurah &langgs Garlting:
7. Arsip

1. Izin operasionai f,enyelenggar€ral Lembaga Pendiciikan PAUI) ini ber'laku

selama 3 {tiga) takrun litfrit,rrg mrilai Tahup Peiajara' 2AL9lzgze
s,d aa2:l fznzz dan dapat iiiperpanjang keinbali sesuai ketentuan }'ang
berlaku apabila penvelenggaraarnya ber.l'alan dengan baik;

2. surat Izin ini dapat dicahut kembali sebeium habis masa beriakun'va

apabil a penyelenggaraannya tidak te rlaksana sebagaimana me stinya.

Pemegareg Izin wqiib :

1. lvienyeienggarakan Pendidikalt P,{uD ili sebaik-baiknya sesuai hukum yang

berlaku;
2. fulentaati peraturan perundallg-undangan 1'ang berlaku;

3. Men_r.ampaikan hasii kegiatann,va secara berkala kepada Kepala Dinas

Ilenciiriikan rlien Kebud&]raan Kota Bukittinggi;

4. Pengajuan permohonan perpanjangan izin dia.lukan selain.bat*iami:ratn-va 3O

(tiga puluh) ha:i sebelnrn nlasa izin herakhir'

Segala sesuatu- akan rlitinjau kembali iika adrl kekeliruan da]am keputusan ini-

Keputusan ini berlaku terhitung seja-i{ tanggal ditetapkan'

: Bukittinggi
: :l September 2019

PENANAMAN iltODAL,
PELAYANAN TERP PERII{DUSTRIAN DAN TENAGA KERJA'
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